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PEMBANGUNAN PERTANIAN DI WILAYAH KEPULAUAN PROVINSI MALUKU

A. Marasabessy
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku

PENDAHULUAN

Berbagai teori pembangunan maupun pengalaman praktis di berbagai negara telah membuktikan
kemampuan pertanian sebagai suatu sektor ekonomi strategis dalam pembangunan ekonomi suatu
negara. Simon kuznet pada tahun 1961 telah mengemukakan sektor pertanian memainkan peran penting
dalam mendukung pembangunan ekonomi seatu negara, yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan
pangan bagi seluruh penduduk, sebagai pasar yang besar bagi barang-barang produksi dan konsumsi,
penciptaan kesempatan kerja dan sekaligus pemasok tenoga kerja dan penghasil devisa.

Walaupun bukti-bukti empiris menunjukkan peran sektor pertanian terhadap ekonomi nasional
maupun daerah sangat penting. tetapi jika ditelaah lebih lanjut, ternyata para pelaku usaha pertanian
atau masyarakat pertanian tidak secara proporsional dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat
tersebut sesuai sumbangan yang diberikannya. Berbagai data menunjukkan adanya ketimpangan antar
sektor pertanian dengan sekior lainnya dan ketimpangan tersebut arahnya semakin melebar, yang
dicirikan oleh pendapatan kapita petani yang rendah dan produktivitas tenaga kerja pertanian yang
hanya sepertiga rata-rata nasional, proporsi penduduk miskin di pedesaan yang lebih besar, dan nilai tukar
pertanian yang cukup menurun.

Untuk menerangkan fenomena tersebut, berbagai kalangan baik akademisi ataupun praktisi,
merujuk pada beberapa karakteristik yang melekat pada sektor pertanian yaitu :

1. Resource endowment (sumberdaya yang dikuasai) petani sangat terbatas : lahan sempit, modal
terbatas, pendidikan rendah, daya absorsi teknologi lemah, dan kemampuan memanfaatkan pasar
secara sendiri-sendiri hampir tidak ada.

2. Melembaganya struktur ekonomi dualistic, ada petani kecil yang gurem dan usaha pertanian besar
yang komersial, yang tidak ditopang oleh bentuk kerja sama kemitraan yang saling menguntungkan
dan berkeadilan.

3. Paro petani dengan usaha skala kecil terkonsentrasi pada kegiatan agronomi/budidaya untuk
menghasilkan komoditas bahan mentah sedangkan proses agro industri dan proses hilir lainnya
ditangani oleh lembaga ekonomi dengan struktur yang lepas atau tidak berakar pada pertanian,
sehingga nilai tambah yang tercipta di sektor hilir fidak didistribusikan dengan baik (dalam bentuk
harga yang wajar) ke tingkat usahatani.

4. Investasi di sektor pertanian budidaya mempunyai resiko ketfidakpastian yang tinggi karena
keragaannya sangat dipengaruhi iklim, mempunyai gastation period yang relatif panjang dan secara
umum mempunyai return on investment yang rendah. Sementara itu, kebijakan ekonomi makro tidak
memperhatikan permasalahan tersebut, sehingga kebijakan insentif investasi di sektor pertanian
diperlakukan sama dengan sektor-sektor lainnya.

Seiring dengan diberlakukannya UU 22 tahun 1999 dan UU nomor 25 tahun 1999 yang telah direvisi
menjadi UU 32 dan 33 tahun 2004, maka setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mengidentifikasi
dan menganalisis keunggulan komparatif wilayah, berupa potensi/kekuatan berbagai sumberdaya
pembangunan (factor infemal) dan peluang/kesempatan yang mendukung pelaksanaan pembangunan
[factor eksternal). Keunggulan komparatif wilayah tersebut untuk selanjutnya dapat direncanakan secara
terarah dan dikembangkan secara optimal, sehingga tercipta kegiatan kegiatan pembangunan yang
mampu mempercepat pembangunan wilayah, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta
sekaligus memberikan insentif ekonomi yang menguntungkan bagi kelompok pelaku ekonomi.

Di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan ditambah lagi adanya tragedi kemanusiaan , telah
mengakibatkan sebagian besar masyarakat Maluku mengalami penderitaan dan permasalahan yang
sangat kompleks. Pada kondisi seperti ini Pemerintan Daerah umumnya dan khususnya Dinas Pertanian
harus lebih proakfif sekaligus mampu mengamati dan menata peluang masa depan yang lebih baik.

Provinsi Maluku memiiliki potensi sumberdaya alam yang cukup berlimpah, tetapi belum dapat
dimanfaatkan dengan baik dan optimal. Adapula potensi pembangunan yang sudah dimanfaatkan,
namun pengembangannya masih sebatas kemampuan yang ada di daerah tersebut. Potensi yang akan
dikaiji disini yakni sektor pertanian. Karena sektor ini sangat potensial dan jika dikembangkan dengan baik
dan tepat akan mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat di Provinsi Maluku.
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Agar keunggulan komparatif wilayah Provinsi Maluku dapat dikelola secara eﬁsie_n, gfektif dan
optimal serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembongungn ekonc_;mn wilayah dan
peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, maka perlu adanya suatu intervensi program yang
diharapkan dapat mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

POTENSI SUMBER DAYA PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN

A. Umum

1. Geografis

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka Provinsi Maluku secara
astronomis terletak antara 2* 30" — 9* Lintang Selatan dan 124° - 136° Bujur Timur dengan luas wilayah
581.376 km2 yang terdiri dari : (@ Lautan 527.191 km? (90 %) dan (b) Daratan 54.185 km? (8 %).

Provinsi Maluku secara Geografis dibatasi oleh :

Sebelah Utara dengan Provinsi Maluku Utara

Sebelah Timur dengan Provinsi Irian Jaya

Sebelah Barat dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah
Sebelah Selatan dengan Negara Timor Leste dan Australia

Provinsi Maluku terdiri dari 632 pulau besar dan kecil, pulau besar antara lain :
P. Seram seluas 18.625 km?2 ~ Provinsi Gorontalo

P. Buru seluas 9.000 km2~ 2/3 Provinsi Bali

P. Yamdena seluas 5.085 km2~ Negara Timor Leste

P. Wetar seluas 3.624 km?

Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada peta terlampir

2. Iklim

Ikiim di Kepulauan Maluku adalah iklim tropis dan iklim muzom, iklim ini sangat dipengaruhi oleh
lautan yang luas dan bervariasi antar tiap bagian wilayah rata-rata hujan tahun 1998 adalch 19.3 hari

sedangkan penyinaran matahari rata-rata 52.2 hari dengan kelembaban nisbi rata-rata 85 %.

B. Khusus
1. Sumber Da\(_u Manusia

Jumlah penduduk di Provinsi Maluku tahun 2003 sebanyak 1.288.813 jiwa. Berdasarkan hasil sensus
pertanian (BPS) tahun 2003 terdapat 295.919 jiwa rumah tangga pertanian. Perkembangan rumah
- tangga pertanian dengan luas pemilikannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Jiwa Rumah Tangga Pertanian Menurut Golongan Luas Lahan Yang Dikuasai

Golongan Luas Tahun Plus / Minus
Lahan 2000 2003 2000 - 2003
0.5-0.75 23.158 21.516 - 1642
0.76-1.0 32572 45.347 + 12775
1.01 -2 106.781 122.512 + 15231
>2 138.042 142.871 +4.829

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2003

2. Sumber Daya Alam

Potensi Sumber daya lahan per kabupaten/kota untuk pengembangan komoditas tanaman
pangan, perkebunan dan peternakan adalah sebagai berikut (Tabel 2).
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Tabel 2. Potensi Lahan Untuk pengembangan komoditas sektor pertanian di Provinsi Maluku (dalam Ha)

Pe”&%‘g:’“” Afﬁt'gn Malteng Buru Malra MTB SBT SBB ARU
Sub Sektor 1.436 118.809 46.985 4264 185.687 133.841 46.000 347.705
Pangan

Sub Sektor 2.038 11.426 4173 2.590 1.246 |. 4350 3.483 -
Hortikultura

Sub Sektor 872 170.500 40.148 62.019 433.066 359.447 93.835 |. 235337
Perkebunan

Sub Sektor - 138.470 361.770 111.884 250.304 13.593 25198 |° 13.083
Peternakan *

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku (Data diolah)
* Animal Unit Ternak

3. Sumber Teknologi

pertanian di
lembaga / institusi yang dianggap
Penelitian Daerah, dan 4 Balai Penelitian P

menciptakan teknologi spesifik lokalita di setiap sub sektor.

Teknologi spesifik loka
teknologi pengolahan tan
dan kesehatan hewan, teknologi panen dan pasca panen sert

besar teknologi tersebut cukup tersedia di tingkat lapangan.

4. Kelembagaan Kelompok Tani

Tabel 3. Jumlah Kelom

Jumlah kelompol
kerusuhan dan perubahan institusi khususnya b
Maluku terpusat pada Kelas Pemula, selanjutnya
dilihat pada Tabel 3.

pok Tani dan Status Kelompok Tani Sub Sektor Pertanian di Provinsi Maluku Tahun 1999.

idang penyuluhan.

Potensi sumber teknologi yang diharapkan atau mendukung pengembangan pembangunan
Provinsi Maluku relatif dapat dikatakan cukup memadai dengan adanya beberapa
kompoten, seperti adanya 3 Perguruan Tinggi, 2 Lembaga
ertanian Pusat yang semuanya ini diharapkan mampu

ita yang sangat mendesak dibutuhkan adalah teknologi benih dan bibit,
ah, teknologi pemupukan dan pakan temak, teknologi pengendalian OPT
a teknologi agroindustri. Sebagian

k tani di Provinsi Maluku tahun 2000 mengalami penurunan karena dampak dari
Kelas kelompok tani di Provinsi
kelompok tani dengan jumiah tingkat kelasnya dapat

Kelas Kemampuan Kelompok
Mo Baki( heka F"emulo Lanjut Madya Utama Jumiah qg%g:;?
| Tanaman Pangan / Hortikultura
1. Malteng 375 20 4 - 399 9.975
2. | Buru 343 21 4 - 368 9.200
3. Malra 183 3 8 - 194 4.850
4, | MTB 132 2 8 - 142 3.550
5. Kota Ambon 67 5 3 - 75 2.025
Jumlah 1.100 51 27 - 1.178 29.600
Il Peternakan
1. | Malteng 146 27 5 =4 % 173 4.325
2. Buru 79 16 - - 95 2375
3. Malra 28 & = - 28 700
4. MTB 43 1 - - 44 1.100
5. Kota Ambon 11 1 - - 12 300
Jumlah 307 45 - - 352 8.800
i Perkebunan
1. Malteng 193 - - - 3 193 4.825
2. Buru K7 - - - 117 2.925
3 Malra 87 - - - 87 2475
4, MTB 132 - - - 132 3.300
oH Kota Ambon 11 - - - 11 275
Jumiah 540 - - - 540 13.500

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Tahun 2001
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Untuk memacu perkembangan kelas kelompok tani telah tersedia tenaga penyuluh untuk setiap
sub sektor sebanyak 791 orang, dengan rincian per sektor dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah PPS dan PPL Per Sub Sektor di Provinsi Maluku Tahun 2003

No Sub Kabupaten
Sekior Malteng | Buru [ Marra | MIB | KotaAmbon |  Jumiah

1: Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

PPS 1 1 1 - 1 4

PPL 143 80 34 8 32 27
2. Peternakan

PPS 2 1 = z 2 5

PPL 34 15 5 1 5 | &0
3 Perkebunan

PPS 1 - 1 : : -

PPL 54 42 12 8 i 127

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten / Kota

5. Kelembagaan Perekonomian

Jumlah koperasi di Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2003 tercatat 1.025 buah yang tersebar
di 5 kabupaten/kota antara lain : kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 23 buah.
Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 188 buah. Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 394 buah.
Kabupaten Buru sebanyak 60 buah dan Kota Ambon sebanyak 290 buah.

Dengan adanya kondisi kelembagaan perekonomian dalam hal ini koperasi yang seperti
tersebut di atas diharapkan dapat mampu berperan akfif dalam menunjang aktivitas usana pertanian
di pedesaan, sehingga para pelaku usaha dalam hal ini peteni/petemnak terdorong = untuk
mengembangkan usaha taninya.

Pada tabel 6 terlihat jumlah kantor bank di Provinsi Maluku pada tahun 2003 sebanyak 45 buah
yang tersebar di 5 Kabupaten/kota antar lain : kabupaten Maluku Tenggara Barat terdapat 2 kantor
Bank Pemerintah dan | bank pembangunan daerah, Kabupaten Maluku Tenggara terdapat 4 kantor
bank pemerintah dan 2 kantor bank pembangunan daerah. Kabupaten Maluku Tengah terdapat &
kantor bank pemerintah, 1 kantor bank pembangunan daerah dan 1 kantor bank swasta. Kabupaten
Buru terdapat 1 kantor bank pemerintah dan 1 kantor bank pembangunan daerah, sedangkan di kota
ambon terdapat 1 kantor bank Indonesia 13 kantor bank pemerintah, 3 kantor bank pembangunan
daerah, 7 kantor bank swasta dan 2 kanter bank perkreditan rakyat.

Dengan adanya kelembagaan perekonomian yang dalam hal ini unsur perbankan yang telah
tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Maluku dan yang lebih khusus lagi telah

* berada pada wilayah-wilayah centra produksi pertanian, maka kondisi ini diharcokan dapat
membuka peluang pengembangan usaha pertanian yang berorentasi agribisnis knususnya pada
wilayah-wilayah sentra produksi.

Untuk memacu pengembangan usaha pertanian yang berorentasi agribisnis di provinsi. Maluku
maka diharapkan adanya kebijakan fiscal dan moneter yang spesifik lokasi yang mengarah kepada
kelangsungan akfivitas usaha tani dari para pelaku usaha dalam hal ini petani/peternak.

Tabel. 5. Perkembangan Koperasi/KUD Menurut Kabupaten/ Kota

No Kabupaten / Kota 1998 1999 2000 2001
1. MTB - - - 93
2. Maluku Tenggara =) 102 146 146 188
3. Maluku Tengah =) 215 396 396 3%4
4. Buru - - - &0
5. Ambon 194 250 250 2%0
Maluku 511 792 792 1025

Keterangan : * Termasuk Kabupaten SBB, SBT dan Kab Kepulauan Aru
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é. Asosiasi

Potensi kelembagaan asosiasi yang diharapkan dapat mendukung pengembangan
pembangunan pertanian di provinsi Maluku relafif dapat dikatakan cukup memadai, namun
efektivitasnya belum optimal (Tabel é). Untuk itu perlu didorong pengembangan asosiasi dan
sekaligus pengefektivan asosiasi yang telah ada. Jumiah asosiasi yang terkait dalam pengembangan
pembangunan pertanian di Provinsi Maluku antara lain : HKTI, KTNA, PPSKI, ISPI. APKI, APJMI, APPI,
APCl. dan APKl. Kondisi asosiasi yang ada ini dapat dikatakan relatif tidak berfungsi sesuai yang
diharapkan.

Tabel 6. Kanfor Bank Per Wilayah Kerja Bank Indonesia Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Maluku

No. Kabupaten/Kota | Nama Bank KP KC KCP KK Unit KPK Ket
1. MTB - BRI - - - - 2 - -
- BPDM = 1 - - - - -

2, Maluku - BRI = 1 - g 3 - =
Tenggara - BPDM - 2 - - - " -

% Maluku Tengah - BRI - 1 - - 5 - -
- BPDM - 1 - - - B -
- Danamon - 1 - - - - -

4, Bur - BRI - - - - 1 - -
- BPDM - 1 - : ¥ - "

5. Ambon - Bl 1
- Mandiri -
- BNI -
- BRI -
- BPDM 1
- BTN -
- Artagraha =
- BCA -
- Danamon -
- Bl -
- Lippo =
Lz} - Modem 1

PR e R (S S X, Y

7. Sarana dan Prasarana Pertanian

Alat dan mesin pertanian adalah merupakan bagian dari sarana produksi pertanian yang
diperlukan dalam proses produksi, panen dan pasca panen. Peralatan tersebut dibutuhkan untuk
memaijukan usaha pertanian menjadi usaha yang efisien, produkfif serta komersial.

Potensi sarana dan prasarana pertanian dalam mendukung pengembangan pembangunan
pertanian di Provinsi Maluku pasca kerusuhan sosial relatif dapat dikatakan belum memadai dan
mengalami penurunan. Kondisi ini akibat dampak dari kerusuhan dan perubahan kewenangan
menyangkut penyerahan asset-aset dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi. Selanjutnya jumiah
sarana dan prasarana pertanian di Provinsi Maluku dapat dilihat pada Tabel 7.
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Tabel 7. Sarana Alsintan di Provinsi Maluku

; Kondisi
No Nama Alsintan Jumiah Unit Baik Rusak Ringan | Rusak Berat
Iz Kab. Maluku Tengah
a. Kecamatan Kairatu.
- RMU 1 Unit 1 - -
b. Kecamatan Seram Utara
- Power Traser Biasa 1 Unit 1 - -
- Hand Traktor 99 Unit 88 8
- Drayer 13 Unit 4 8
- RMU 13 Unit 13 - -
- Pompa Irigasi 42 Unit 9 - 33
- Mesin coper 1 Unit 1 B =
- Timbangan Elektrik 1 Unit 1 - -
2. Kabupaten Buru
- Power Traser Biasa 4] Unit 2 - 39
- Power Traser Mobiling 1 Unit 1 - -
- Hand Traktor 26 Unit 8 - 18
- Traktor Roda 4 2 Unit - - 2
- Drayer 2 Unit 1 - 1
- RMU 2 Unit 2 - -
- Pompa Irigasi 30 Unit 14 - 16
- Mesin Tetas 5 Unit 5 - -
- Mesin Pencampur Pakan 2 Unit 2 - -
- Mesin Penggiling Pakan 2 Unit 2 - -
- Timbangan Duduk 1 Unit 1 - -
- Genset 1 Unit 1 - -
- Timbangan Elektrik 1 Unit 1 - -
- Coper 1 Unit 1 - -
- Kulkas 1 Unit 1 - -
3. | Kabupaten Maluku Tenggara
- Power Traser Biasa 3 Unit 3 - -
- Hand Traktor 1 Unit 1 - -
- Mesin Tetas 6 Unit 6 - i
- Mesin Pencampr Pakan 1 Unit 1 - -
- Mesin Penggiling Pakan 1 Unit 1 = 8
- Genset 1 Unit 1 B -
- Mesin Pendingin 1 Unit 1 - -
4. | Kabupaten MTB
Power Traser Multiguna 2 Unit 2 - -
S Kota Ambon
- Hand Traktor 2 Unit 1 - 1
- Traktor Roda 4 1 Unit 1 - -
- Mesin Tetas 7 Unit 7 - -
- Genset 2 Unit 2 - -
- Mesin Pencampur Pakan 1 Unit 1 - -
- Mesin Penggiling Pakan 1 Unit 1 - -
- Kulkas 1 Unit 1 - -
Sumber : Data terbaru hasil inventarisasi sarana Alsintan tahun 2003
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PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI WILAYAH KEPULAUAN PROVINSI MALUKU

Peluang

a. Peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan mengakibatkan tingginya tingkat permintaan
komoditas pangan

b. Potensi pasar lokal, regional dan ekspor cukup tersedia

C. Semakin meningkatnya minat dan kemampuan investasi swasta untuk menanamkan modainya
dalam pengembangan kegiatan agribisnis di kawasan timur indonesia

d. Semakin terbukanya wilayah dengan adanya transportasi baik transportasi darat, laut maupun
udara, sehingga hal ini memberikan pengaruh positif bagi peningkatan efisiensi  produksi,
aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian

e. Pengembangan imu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian yang cukup pesat
f.  Keunggulan komparatif wilayah provinsi Maluku untuk pengembangan sektor pertanian.

Tantangan

a. Hargo produk pertanian yang beriaku difingkat petani sangat tidak menguntungkan (khusus
komoditas tanaman pangan)

Sumber daya manusia yang rendah sehingga berdampak terhadap akses informasi dan
rendahnya adopsi teknologi dalam pengembangan pertanian

Adanya standar kualitas produk perianian di pasaran (terutama pasar internasional

Terbatasnya modal petani dan anggaran pemerintah daiam pengembangan pertanian

Usaha pertanian masih bersifat usaha sambilan sehingge sumber daya yang tersedia belum dapat
dimanfaatka secara oplimal.

o

® Q0

KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS

VARY!

Pembangun perfanian dengan visinya yaitu : Terwujudnye masyarakat sejahtera meiaivi
Sengembangan sisfim usahatiani yang berdasis sumperdayc 1okl yang berorentasi agrinisnis dan
Derdayc saing.
i3

=congkor mis darl pembanguner oertonian provinsi Maluc. odalah -

RENCOITCS. Q0N FEVITOIaS: SaranNc Sar SISSIanNa PenUnong DEmDaNgUNGn peranicr..
“engemDangan SsTim Usana fani MexU Denoexkaran gugus DUaU

“eningxatan produksi bahan panga- caxs™ iumiah yana cukuo aan berkuaiitas sesual karakteristik
~ROv aan buaaya iokai

S=ngembangan sumber davc mausic 3 Didang perionian baik aparat mououn Detani dalam
TNSXZ Menuniang Delaksanoan ssT SOrosnE

==ng=mbangan penelifian teknoiog soesi iokosi dan rome Engkungan

“engembangun sub sisfim yang temxait gengan sisfim agrioisnis unfuk menciciokan kim usaha

7IZ =hat dorn kondusit bog e oono o perignion Msal Aar tatoroe e ooin. On Farm

LI L [

amea OF Form

~S7OTy0gUNAaN KEragaman sumos 2w 3AM aan hayST secara opfima oo ceasignjutan
“engembangaon sisfim informasi perranicr yonNg Maiu, mogeren aan meraia.

JThx mengimplementaskan Vsl aon Mis DembGngUNGT DEToNar Drovins Maru, seperti

7238007 O ofas. maka periu diberkan nilG-NIKal DOIaT rangks mengawdl visi 6an misi Tersedut yaitu |
Z Amoncn dapat dipercaya

2. Profesional dan kompetensi.

R ]
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C. Issu-Issu Pembangunan Pertanian di Provinsi Maluku

Issu-Issu Pokok Agribisnis

Daya saing produk (harga, mutu)
Kontinyutas produksi
Pendayagunaan lahan
Teknologi

Modal

Pasca panen dan pengolahan
pasar

Lingkungan dan berkelanjutan

00 Oy O R Tee

Issu-lissu Pokok Ketahanan Pangan

Ketersedian pangan

Distribusi pangan

Diversifikasi pangan

Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan
Harga pangan

Konversi lahan

Antisipasi kekeringan

Kemiskinan

PN Phien i G0 Ry

D. Penyesuaian Manajemen Pembangunan Pertanian
1. Mangjemen pembangunan pertanian diletakkan sesuai dengan kewenangan berdasarkan UU
No 22 tahun 1999 dan PP No 25 tahun 2000
2.  kKewenangan diletakkan pada daerah otonom kabupaten /kota
3. Kewenangan provinsi mencakup kegiatan yang bersifat lintas kabupaten/kota

4. Kewenangan pemerintah pusat di bidang pertanian terbatas kepada pengaturan, penetapan
standar, pedoman dan norma.

E: Program Pembangunan Pertanian

1. Program pengembangan agribisnis
2. Program peningkatan ketahanan pangan
3 Program peningkatan kesejahteraan petani

F.  Strategi Pengembangan

Pengembangan kawasan agribisnis komoditas komersial dan pangan srtegis
Pemberdayaan masyarakat

Peningkatan kelembagaan layanan agribisnis

Dukungan infrastruktur

Kebijakan insentif (Subsidi, tarif, jaminan harga)
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G. Fokus Program Pembangunan pertanian

Fokus Wilayah :
a. Pemantapan kawasan sentra pengembangan
b.  Optimalisasi pendayagunaan lahan
c. Pengembangan daerah terpencil dan perbatasan

2. Fokus Komoditi :

a. Tanaman pangan : Padi, jogung. kedele, ubi kayu, kacang tanah dan komoditi pangan
lokal

b.  Hortikultura : Jeruk, mangga, kentang, bawang merah, dan buah-buahan unggulan lokal

Perkebunan : Kelapa, cengkeh, pala kakao, mete, dan panili

Peternakan : sapi potong, kambing, ayam buras dan itik serta ternak ungulan lokal (Kerbau

Moa, Kambing Lakor dan Domba Kisar)
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan potensi, peluang, tantangan serta issu-issu pokok yang ada dalam pengembangan

pertanian di provinsi Maluku maka ada beberapa pokok pikiran yang merupakan rekomendasi yang
perlu mendapat perhatian yaitu :

a. Provinsi Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang cukup beser untuk pengembangan sektor
pertanian namun pengembangannya belum optimal.

b. Pengembangan sektor pertanian di provinsi Maluku telah memberikan kontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja.

c. Terbatasnya sarana dan prasarana serta modal usaha dalam mendorong pengembangan sektor
pertanian di provinsi Maluku.

d. Rendahnya sumber daya manusia petani dan terbatasnya sumber daya petugas pertanian serta
lemahnya peran kelembagaan pertanian dalam mendorong pengembangan sektor pertanian.

Saran

a. Dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas pada wilayah pengembangan sentra
produksi maka peru diikkuti dengan program pengembangan infra struktur penunjang.

b. Untuk memenuhi ketersedian pangan, bahan baku industri dan ekspor maka strategi kebijakan

pengembangan sektor pertanian di provinsi Maluku di fokuskan pada wilayah-wilayah sentra
pengembangan dengan mempertimbangkan karakteristik wilavah serta budaya masyarakat
catamnnt

setempct,

Perlu adanya dukungan dana yang cukup baik dari sumber APBN, APBD dan dana-dana bantuan
lainnya.

. Peningkatan SDM petani dan petugas serta penigkatan peran kelembagaan dalam mendorong

pengembangan sektor pertanian.

. Terkait dengan peningkatan pendapatan dan bargaining possision petani maka perlu adanya

kebijakan insentif (subsidi, tarif dan jaminan harga).

PENUTUP

Demikian Makaian ini Kami buar, koM menyaaan banwa masin Teragpar bernagar kelemanan

aar kexurangan dalom penuiisan Mokoar ML Unfuk ity diharaoakan adanya saragn aan «ifikan yong
KOrsSTUKIT demi penyempumaannya, sSmogc apa yang kitc pikirkan dan rencanakan pada hari ini
x>~ mendapct rahmat dan bimbingar oo aor fuhar yong ™maha kuasa dan semogac kita selalu
Soerkon k=xuatan dan kesempaior X SOk MengaocS oan menjaionkan tugos-tugas kita
ks depan.
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